BUPATI PURBALINGGA

Purbalingga, 9 Juli 2021

Kepada Yth:

. Kapolres Purbalingga;
. Kajari Purbalingga;
. Dandim 0702 Purbalingga;
. Para Pimpinan OPD;
. Kepala Kantor Kemenag Purbalingga;
. Para Pimpinan Instansi Vertikal;
. Para Pimpinan BUMN/BUMD,;
. Para Camat;
. Para Lurah/Kepala Desa.
Se Kabupaten Purbalingga

di -
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PURBALINGGA

SURAT EDARAN
Nomor : 300/ 13201

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KETENTUAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
KABUPATEN PURBALINGGA PERIODE 3 JULI sd. 20 JULI 2021

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2021 tanggal 9 Juli
2021 perihal Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Jawa dan Bali, dengan hormat diberitanukan bahwa
sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri dimaksud, maka ketentuan PPKM Darurat
Covid-19 di Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kami
Nomor : 300/ 12561 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten
Purbalingga Periode 3 Juli sd. 20 Juli 2021, Kami adakan penyesuaian tambahan
dengan perubahan Pokok-pokok kebijakan sebagai berikut :

A. Ketentuan tersebut pada huruf A angka 5 semula berbunyi :

5. Sesuai dengan ketentuan INMENDAGRI Nomor : 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli
2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Jawa dan Bali, diktum KETIGA
huruf g bahwa tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan
Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah)
ditutup sementara. Ketentuan teknis tentang hal ini mengikuti petunjuk dari
Kementerian Agama.
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DIUBAH MENJADI :

5. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat
umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak mengadakan
kegiatan peribadatan / keagamaan berjamaah selama penerapan PPKM Darurat
dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.

B. Ketentuan tersebut pada huruf A angka 7 huruf ¢ semula berbunyi :

c. Resepsi pernikahan yang karena satu dan lain hal tidak bisa ditunda, wajib
mendapatkan ijin/rekomendasi Satgas Covid-19 tingkat Desa/Kelurahan dan
Kecamatan, dengan ketentuan tidak menyediakan hiburan, hanya dihadiri
maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara
lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan
hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.

DIUBAH MENJADI :
c. Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat.

Demikian Surat Edaran Bupati ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan
penuh rasa tanggungjawab. Atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan
terima kasih.

BUPATI PURBALINGGA,
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DYAH HAYUNING PIﬁT[W[;SE, B.Econ, MM

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.:

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
Komandan Resor Militer 071 Wijaya Kusuma di Sokaraja;
Wakil Bupati Purbalingga;
Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga;
Komandan Pangkalan Udara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga;
Komandan Batalyon 406/CK Purbalingga;
Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;

. Para Kapolsek Se - Kabupaten Purbalingga;

. Para Danramil Se - Kabupaten Purbalingga;

. Ketua MUI Kabupaten Purbalingga;

. Ketua FKUB Kabupaten Purbalingga;

. Ketua PCNU Kabupaten Purbalingga;

. Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga;

. Ketua LDII Kabupaten Purbalingga; dan

. Ketua BKSAG dan BKSAG KK Kabupaten Purbalingga.
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